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Prosiding Ekspose  

Akhir dan Konsultasi 

Publik 2 

 

A. Materi Ekspose Laporan Akhir dan Konsultasi Publik 2 

Pada Hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu 

Sembilan Belas telah dilaksanakan rapat Rapat Laporan Akhir tentang Penyusunan 

Revisi RTRW Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan di :  

Tempat : Aula Eks. Bupati, Setda Kabupaten Tabalong. 

Waktu : 08.30-13.00  

Peserta : 78 Orang (Daftar Peserta Terlampir) 

Pimpinan Rapat : Bupati Kabupaten Tabalong 

 

Pelaksanaan Kegiatan Rapat dilakukan dengan proses sebagai berikut:  

1. Sambutan dan Arahan dari Pimpinan Rapat  

2. Penjelasan Materi dari Tim Konsultan 

3. Diskusi usulan materi rencana 

4. Penutup 

 

Daftar Peserta Rapat Laporan Akhir dan Konsultasi Publik 2 

1. Bupati 

2. Wakil Bupati 

3. Sekretaris Daerah 

4. Ketua DPRD Tabalong 

5. Wakil Ketua DPRD Kabupaten 

Tabalong 

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Pentaan Ruang 

7. Staf Ahli Bupati Bidang 

Pembangunan 

8. Asisten Perekonomian dan 

50. SEKRETARIAT TKPRD 

a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. 

b. Kepala Bidang Penataan Ruang pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang. 

c. Kepala Seksi Perencanaan, Pengaturan 

dan Pembinaan pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. 

d. Kepala Seksi Pemanfaatan dan 
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Pembangunan Sekretariat Daerah 

9. Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 

Daerah 

10. Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat 

Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 

12. Kepala Dinas Pertanian 

13. Kepala Dinas Perikanan 

14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah 

15. Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan 

16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

17. Kepala Kantor Pertanahan Nasional 

18. Kepala Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik 

19. Kepala Dinas Perhubungan 

20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu 

21. Kepala Dinas Kesehatan 

22. Kepala Dinas Pendidikan 

23. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 

25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

26. Kepala Bandara Warukin. 

27. Camat 

28. Kepala Bandara Warukin 

29. PT. Pertamina 

30. PT. Adaro 

31. PT. Semen Conch 

32. PT. Cakung Permata Nusa (HGU) 

33. PT. Agri Multi Lestari (HGU) 

34. PT. Alam Tri Abadi (HGU) 

35. PT. Astra Agro Lestari (HGU) 

36. PT. Cakradenta Agung Pertiwi (izin 

lokasi) 

37. PT. Cipta Lancar Logistic (izin lokasi) 

38. PT. Lampau Graha Tirta Abadi (izin 

lokasi) 

39. PT. Makmur Sejahtera Wisesa 

40. LSM LangsaT 

41. LSM Forum Kajian Strategis 

Pengendalian Pemanfaatan pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

e. Staf Bidang Penataan Ruang pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

f. Staf Bidang Penataan Ruang pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

51. POKJA PERENCANA TATA RUANG 

a. Kepala Bidang Penataan Ruang pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang. 

b. Kepala Seksi Perencanaan Pengaturan 

dan Pembinaan pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. 

c. Kepala Bidang Permukiman Prasarana, 

Sarana dan Utilitas (PSU) pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan. 

d. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada 

Dinas Lingkungan Hidup. 

e. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana 

pada Dinas Pertanian Kepala Bagian 

Perekonomi dan Sumber Daya Alam 

Sekretariat Daerah. 

f. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur 

pada Bappeda. 

g. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang. 

h. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

i. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

52. POKJA PEMANFAATAN DAN 

PENGENDALIAN TATA RUANG 

a. Kepala Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong 

Praja. 

b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan 

Pengendalian Pemanfaatan pada Dinas 

PU dan Penataan Ruang. 

c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah. 

d. Kepala Bidang Penataan Lingkungan 

pada Dinas Lingkungan Hidup. 

e. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan 
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Pembangunan Kabupaten Tabalong 

42. LSM Positif Kalimantan 

43. Ketua MUI 

44. Tokoh Masyarakat 

45. Tokoh Adat 

46. Ketua STIA Tabalong 

47. Ketua STIT Syekh Muhammad Nafis 

48. Kodim 1008 Tanjung 

49. Polres Tabalong 

Penanaman Modal dan informasi 

Penanaman Modal pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

f. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan 

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. 

g. Kepala Sub Bagian Administrasi 

Kewilayahan dan Kerjasama pada Bagian 

Pemerintahan Sekretariat Daerah. 

h. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-

undangan pada Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah. 

i. Kepala Seksi Pemanfaatan dan 

Pengendalian Permukiman dan PSU pada 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan. 

j. Kepala Sub Bidang Pengembangan 

Wilayah pada Bappeda. 

 

Hasil Notulen: 

1. Dasar Pelaksanaan 

a. Kegiatan Ekspose Laporan Akhir Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Tabalong 

b. Undangan yang hadir pelaksanaan ekspose laporan pendahuluan sebanyak 78 

orang 

2. Agenda Ekspose Laporan Akhir, Rabu 28 Desember 2019 

 Pembukaan oleh pimpinan sidang. 

 Pemaparan materi mengenai Ekspose Laporan Akhir Penyusunan revisi RTRW 

Kabupaten Tabalong 

B. Notulen Tanggapan 

No Instansi/ 

Narasumber 

Masukkan/Saran/Tanggapan 

1. Bappeda  Statusnya seperti apa karena memerlukan klhs? 

 Walaupun rtrw adalah makro, untuk kecamatan coba dicermati apakah 

ada pusat kegiatan. Apakah masuk kawasan pedesaannya? Tujuan 

pembangunan adalah mengejar pertumbuhan, jangan 

mengesampingkan pemerataan yang ada indikatornya. 
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No Instansi/ 

Narasumber 

Masukkan/Saran/Tanggapan 

 Untuk skpd dibutuhkan keselarasan aspirasi, nanti akan memperkaya 

sehingga perencanaan berkualitas. 

 Tentang kebijakan IKN penajam paser, trase KA di kalimantan belum 

terlalu dibahas. 

 Kemungkinan jalan tol bagaimana? Apakah muara tol nanti di 

tabalong? Karena belum pernah dibicarakan.  

 Di batulicin ada jalan trans batulicin-kandangan, nanti akan ada 

berbincang dengan tabalong untuk akomodir adanya pelabuhan. 

Harmonisasi apakah ada termasuk dengan kabupaten tetangga? 

 Tujuan penataan ruang, wilayah belakang bahasanya kurang enak. 

Kalau pertanian memang prioritas tabalong, industri dan perdagangan 

juga, kami belum memasukkan pariwisata karena ternyata hutan 

lindung banyak juga potensi parwisnya. Apakah ada strategi pokok 

tentang kepariwisataaan? 

 Tabel rencana pola ruang kawasan peruntukkan kalau bisa 

ditambahkan pola ruang perda 19 2004. kaw permukiman 219,34 ha 

berubah 300,48 m2 yang menjadi kawasan perkembangan IKN kaw 

perkembangan lain belum jelas. Kaw perkebunan 

2. Dinas 

Lingkungan 

Hidup (DLH) 

 Dokumen RTRW jadi acuan semua dokumen dan skpd dalam 

melakukan kegiatan, masih ada inkonsistensi dalam peta. Karena nanti 

akan dilihat oleh nasional juga. 

 Dalam kebijakan strategi ada strategi air minum, tapi materinya tidak 

ada (peta). 

 Rencana transportasi udara belum ada dilakukan studi, kelayakan 

studi tidak ada. 

 Rispam tahun 2010 ada yang belum terinterkoneksi 

 Persampahan, pengembangan bank sampah adalah 1 desa 1 bank 

sampah tidak ada hanya perkotaan 

 Zona pelayanan tengah itu tidak ada padahal rencana yang ada dari 

kami ada yg sudah mencakup pelayanan tengah, apakah masih 

dipaksakan juga rencananya mau ada pelayanan tengah untuk TPA? 

 Kebun area tanjung puring, PDD sudah di susun PU, luasan 29 ha, 

kalau tidak dimunculkan karena menjadi pusat kekayaan vegetasi 

yang bisa jadi tujuan wisata. 

 Ada 2 kecamatan yang tidak pernah ada 
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No Instansi/ 

Narasumber 

Masukkan/Saran/Tanggapan 

 Untuk ketentuan zonasi ada yang janggal, kalo cagar budaya ada yang 

tidak ada 

 DAS untuk bencana banjir ada yang tidak ada 

 Kita tidak punya laut 

 Transmigrasi apa masih perlu? 

 Kawasan perkantoran ada ketentuan persentasenya tidak sesuai, 10% 

kemana? 

 IPAL kec upau kan sudah ada, buat lagi? 

3. Dinas 

Kesehatan 

 Ada 7T yang selalu diutamakan, ada 1T yang belum terlihat. Pusat 

industri, jasa, pariwisata, apabila kab punya 3 ini maka terdepan 

(saran bupati) 

 Aksesibilitas tidak ada koneksi dengan kabupaten lain, apalagi ada 

kebijakan pusat IKN. Jangan fokus hanya untuk kabupaten sendiri. 

Seharusnya ada jalur misal jalur bis 

 Sektor kesehatan, peternakan tidak ada dibahas seperti pusatnya 

nanti dimana 

 Peta banjir sering terjadi, antisipasinya seperti apa? 

4. Dinas 

Pertanian 

 Rencana kaw pertanian, hanya tentang pangan dan holtikultura, 

peternakan belum masuk. Kalo tata ruang yang dulu, utara adalah 

ternak besar dan kecil (sapi kerbau kambing), selatan unggas (itik). 

Harus disebutkan secara eksklusif. Jangan fokus sapi saja. Sentra 

peternakan itik di benua lawas seperti amuntai ada sentra bibit itik. 

Ternak besar jaro, muara uya, upau. Kambing upau. 

 Tujuan penataan ruang, penghasil ESDM kontradiktif dengan 

pertanian untuk ekonomi berkelanjutan. Tambang biasa ada di hutan, 

jadi agak skeptis untuk menjadi penghasil ESDM. Khawatirnya akan 

terganggu kaw lindungnya. Posisi batubara paling banyak disitu 

soalnya, sehingga perlu dicermati kembali. Agar kata ekonomi 

berkelanjutan tersebut masih cocok 

 UU 41 2009 perlindungan LP2B bersama dengan BPN sudah 

menyusun peta yang sudah final 

 

5. Satuan Polisi 

Pamong Praja 

(Satpol PP) 

 Pengendalian ruang, ada arahan sanksi, keterlibatan satpol pp agar 

dimasukkan ke ketentuang perundangan hukumnya 
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No Instansi/ 

Narasumber 

Masukkan/Saran/Tanggapan 

6. 

7

. 

Bagian Hukum 

Sekretariat 

Daerah (Setda) 

 Dasar hukum yang menjadi pedoman harus diperbaiki, karena byk 

peraturan yg tidak berlaku tp masih dicantumkan seperti UU sumber 

daya air 7 2004 yang memberlakukan lagi tahun 1974. 

 PP 38 2013 secara hukum dihilangkan karena dicabutnya uu 7 2004 

 Pencantuman lokasi yang banyak keliru diubah 

 Hasil ekspose ini draft ranperda, sudah diprogramkan utk revisi rtrw 

ini. Sesuai tahapan akan disampaikan perdanya ke dprd. Namun 

padahal katanya butuh KLHS 

 Pariwisata di tabalong punya perda no 1 2015 ada rencana induknya 

terkait destinasi dan pengembangannya. Berakhirnya akan 2020. 

 Uu 25 2004 yang sistem pembangunan nasional harus dimasukkan 

RPJPD yang dilakukan perubahan di tahun 2018, rtrw lama juga 

cantumkan 

 Pengelolaan sampah perda 14 2014 

8. Kecamatan 

Benua Lawas 

 Ayam potong dan unggas ada ratusan ribu, tabalong belum ada pasar 

unggas. Perlu ada kawasan unggas, ada kawasan itik sistem komunal, 

1 ha disediakan untuk pengembangan itik. 

 Strategis jalan, kalau mau ke HSU ditingkatkan tantaringin, muara 

harus, tanta, padangin pulau 

 Kualitas air sudah tercemar, butuh air tanah seperti di batumandi. 

Karena air sungai sudah keruh. 

9. Kecamatan 

Muara Harus 

Kaw cagar budaya di dalamnya terdapat destinasi wisata religi, pada 2 

tempat ziarah di desa tantaringin ada 1 yang cukup terkenal banyak 

jamaah ziarah makam KH Lukman Hakim dan satunya agar ditambahkan. 

Kalau bisa dibuatkan jalan alternatif karena jl eksisting terancam longsor, 

penting untuk dimasukkan. Tanta-muara harus-pugaan jalurnya 
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C. Dokumentasi  
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D. Absensi  
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